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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR 21/DINS0OS/2023
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah
antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
publik prima dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Karangasem,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5028);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu

merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik
dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
/KE A BERENCANA PATEN
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Keputusan ini disampaikan kepada :

1.

2.
3.
4

Bupati dan Wakil Bupati Karangasem (sebagai laporan)

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem di Amlapura

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
di Amlapura

Masing-masing pegawai yang bersangkutan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 21/DINSOS/PPPA/2023
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS
PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM

BERPAKAIAN SERAGAM RAPI DAN SOPAN

TIDAK MEROKOK DI RUANGAN

MEMAKAI ID CARD PEGAWAI

MENJAGA KEBERSIHAN RUANGAN

MELAYANI MASYARAKAT DENGAN RAMAH DAN SOPAN
MEMPRAKTEKKAN 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUAN)
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